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Abstrak 
Pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan yang pesat di Jawa Tengah, menjadi 
tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk dapat mengelola sektor pertanian secara 
berkelanjutan. Kondisi tersebut perlu perhatian khusus karena Jawa Tengah merupakan salah 
satu Lumbung Pangan Nasional. Perencanaan yang menyeluruh dengan instrumen regulasi 
yang tepat dapat menekan laju alih fungsi lahan pertanian karena desakan aktivitas 
permukiman dan urbanisasi. Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan laju 
konversi lahan pertanian ke non pertanian yaitu dengan menjaga luasan Kawasan Tanaman 
Pangan Berkelanjutan (KP2B) sesuai amanat Perda No 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, diperlukan sinergi antara Pemerintah 
Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah 
mengkaji persebaran KP2B di Jawa Tengah, serta sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menjaga luasan minimal 
KP2B. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif dengan analisis 
deskriptif kuantitatif dan deskriptif komparatif serta teknik pengumpulan data melalui telaah 
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP2B di Jawa Tengah tersebar hampir di 
seluruh wilayah kabupaten/kota. Ada sinergi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota 
di Jawa Tengah dalam menjaga luasan minimun KP2B. 
 
Kata kunci: KP2B, pertanian, sinergi.  
 
Pendahuluan 
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Jawa Tengah dan penyumbang 
pendapatan domestik regional bruto (PDRB) ketiga terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, sektor 
ini juga menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini tercermin dalam 
PDRB Jawa Tengah bahwa sektor pertanian menyumbang sebesar 14,30% (Badan Pusat 
Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021). Selain itu, Jawa Tengah merupakan salah satu Lumbung 
Pangan Nasional, sehingga ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam RPJMD 
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(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). 
Namun di sisi lain, tantangan dalam menjaga sektor pertanian dan pemenuhan ketahanan 
pangan dihadapkan dengan dinamika pembangunan dan konversi lahan, yaitu semakin 
menyempitnya lahan pertanian pangan karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan 
permukiman (Phuc et al., 2014). Laju urbanisasi menjadi salah satu faktor pendorong yang 
cukup dominan dalam konversi lahan pertanian (Azadi et al., 2011). Selain itu, tantangan dalam 
pemenuhan kebutuhan pangan dihadapkan pada persaingan penggunaan lahan antara sektor 
pertanian dengan permukiman dan industri. Perencanaan tata guna lahan dan instrumen 
regulasi merupakan solusi dalam mengatasi hal tersebut. Beberapa negara lain, seperti Jerman 
dan Swiss, telah menetapkan regulasi pembatasan penggunaan lahan untuk permukiman 
(Bovet et al., 2018; Meyer & Früh-Müller, 2020). 
Isue terkait ketahanan pangan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 
tersebut sejalan dengan prioritas Utama RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan tujuan nomor dua yaitu 
tanpa kelaparan (zero hunger). Maksud dari tujuan SDGs tersebut adalah mengakhiri kelaparan, 
mewujudkan pencapaian ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta menggiatkan pertanian 
berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).  
Dinamika pembangunan yang pesat di Pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah menjadi 
tantangan tersendiri dalam mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). 
Adanya Perda RTRW merupakan salah satu cara untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian 
(Nafi & Basuki, 2019). Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah untuk mencegah laju konversi lahan pertanian ke non pertanian, Salah satunya 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menjaga luasan minimum KP2B sebesar 
125.025.255 Hektar (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029). 
KP2B tersebut terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah.  
Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga luasan KP2B sebagaimana 
tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, selaras dengan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya alokasi lahan 
untuk pertanian pangan. Aturan tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berfungsi untuk menekan 
laju konversi sawah produktif, sehingga mampu mempertahankan fungsi ekologinya. 
Komitmen menjaga luasan KP2B harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin 
keberlanjutan pertanian, pasokan pangan untuk masyarakat dan upaya pengendalian 
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pembangunan serta perlindungan terhadap sawah produktif (Ragil, 2017). 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang persebaran KP2B di Jawa 
Tengah, serta sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menjaga luasan minimum KP2B. Hal ini dilakukan 
karena pemantauan secara menyeluruh diperlukan untuk menunjang terwujudnya ketahanan 
pangan dan pertanian berkelanjutan. Selain itu, gambaran tentang persebaran KP2B di Jawa 
Tengah sekaligus melengkapi dari beberapa kajian yang telah ada sebelumnya di Kabupaten 
Boyolali (Hartati, 2011), Kabupaten Grobogan (Sunanto, 2013), Kabupaten Demak (Widayati, 




Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi data 
sebaran dan luasan KP2B di Jawa Tengah Tahun 2018, serta kebijakan berupa peraturan daerah 
tentang perlindungan KP2B. Analisis data yang dilakukan dalam kajian ini adalah analisis 
deskriptif kuantitatif dan analisis deskripsi komparatif. Analisis deskriptif kuantitatif untuk 
menguraikan sebaran dan luasan KP2B masing-masing kabupaten/kota, yang disajikan dalam 
bentuk nilai angka-angka dan grafis. Sedangkan analisis deskriptif komparatif untuk 
membandingkan kebijakan perlindungan luasan minimal KP2B yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.  
 
Hasil dan Pembahasan 
A. Sebaran dan luasan KP2B di Jawa Tengah 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan luasan KP2B di wilayahnya sebagai 
upaya untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan serta 
menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Tujuan jangka panjang 
dari kebijakan ini adalah mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dalam 
lingkup lokal dan nasional. Terlebih lagi bahwa Jawa Tengah merupakan kontributor utama 
pangan nasional. Detail sebaran dan luasan KP2B di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa 
Tengah sesuai ketetapan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
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Jawa Tengah Tahun 2009-2029), dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Sebaran dan Luasan KP2B di Jawa Tengah 
KABUPATEN/KOTA 
 Luasan KP2B (Ha)  
 LP2B (ha)   LCP2B (ha)   KP2B (ha)  
Banjarnegara 9,827  3,845  13,672  
Banyumas 26,394  3,575  29,969  
Batang 16,342  9,658  26,000  
Blora 48,965  10,520  59,484  
Boyolali 16,501  4,193  20,694  
Brebes 53,851  7,825  61,676  
Cilacap 53,031  5,882  58,913  
Demak 55,520  1,009  56,530  
Grobogan 71,949  -    71,949  
Jepara 23,070  930  24,000  
Karanganyar 18,224  5,394  23,618  
Kebumen 39,691  3,463  43,154  
Kendal 22,666  2,334  25,000  
Klaten 28,824  3,176  32,000  
Kota Magelang 27  37  63  
Kota Pekalongan 508  -    508  
Kota Salatiga 274  126  400  
Kota Semarang 1,626  974  2,600  
Kota Surakarta -    -    -    
Kota Tegal 354  18  371  
Kudus 17,000  3,000  20,000  
Magelang 25,231  19,769  45,000  
Pati 53,680  2,625  56,305  
Pekalongan 19,719  2,492  22,211  
Pemalang 30,299  4,000  34,299  
Purbalingga 18,583  -    18,583  
Purworejo 28,202  1,071  29,273  
Rembang 29,172  3,564  32,736  
Semarang 17,868  4,521  22,389  
Sragen 40,146  2,140  42,286  
Sukoharjo 18,656  5,086  23,742  
Tegal 36,088  5,485  41,573  
Temanggung 20,709  5,000  25,709  
Wonogiri 27,423  13,694  41,117  
Wonosobo 11,056  8,373  19,429  
Jumlah 881,476  143,779 1,025,255  
(Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029) 
Berdasarkan data pada tabel 1, dapat digambarkan bahwa luasan KP2B pada wilayah 
administratif kabupaten relatif lebih luas dibandingkan dengan di wilayah administratif kota. 
Luasan minimum KP2B tersebut telah mempertimbangkan adanya perencanaan pembangunan 
di masing-masing daerah sehingga luas sawah eksisiting yang ada tidak semua dimasukan ke 
dalam kategori KP2B. Hal tersebut untuk mengakomodir adanya rencana pengembangan suatu 
wilayah atau kota yang setiap tahunnya mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk. 
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B. Sinkronisasi kebijakan perlindungan KP2B di Jawa Tengah 
Komitmen menjaga laju konversi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian yang diacu 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 16 
Tahun 2019 tentang RTRWP juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini 
terlihat dari 35 kabupaten yang melakukan revisi RTRW Kabupaten/kota dan terdapat 16 
kabupaten/kota yang telah menyelesaikan revisinya menjadi Perda berkomitmen dalam 
menjaga luasan KP2B tersebut (Tabel 2). Adapun 19 kabupaten/kota yang lain masih dalam 
tahap proses penyelesaian revisi RTRW Kabupaten/Kota.  
Tabel 2. Persandingan luasan KP2B pada RTRWP Jawa Tengah dengan RTRW Kab/Kota 
No Perda RTRW Kab/Kota 






1. Perda No 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 
23.742 Ha 23.742 Ha 
2. Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Perda No. 9 Thn 2011 tentang RTRW Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011-2031 
20.694 Ha 20.694 Ha 
3. Perda No. 19 Thn 2019 tentang Perubahan atas Perda 
No. 1 Thn 2013 tentang RTRW Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2013-2032 
23.618 Ha 23.618 Ha 
4. Perda No. 13 Thn 2019 tentang RTRW Kabupaten 
Brebes Tahun 2019-2039 
67.856 Ha 61.676 Ha 
5. Perda No 13 Thn 2019 tentang RTRW Kabupaten 
Batang Tahun 2019-2039 
26.394 Ha 26.000 Ha 
6. Perda No 1 Thn 2020 tentang Perubahan atas Perda 
RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 
56.530 Ha 56.529 Ha 
7. Perda No 1 Thn 2020 tentang Perubahan atas Perda 
RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2013 
42.286 Ha 42.286 Ha 
8. Perda No. 1 Thn. 2020 tentang Perubahan atas Perda 
RTRW Kab. Kendal Tahun 2011-2031 
25.000 Ha 25.000 Ha 
9. Perda No. 2 Thn 2020 tentang Perubahan atas Perda 
RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 
63 Ha 64 Ha 
10. Perda No. 2 Thn 2020 tentang RTRW Kab.Wonogiri 
Tahun 2020- 2040 
42.076 Ha 41.117 Ha 
11. Perda No. 3 Thn 2020 tentang RTRW Kab. 
Pekalongan Tahun 2020-2040 
22.211 Ha 22.211 Ha 
12. Perda No. 10 Thn 2020 tentang Perubahan atas Perda 
RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031 
18.584 Ha 18.583 Ha 
13. Perda No. 9 Thn 2020 tentang Perubahan Perda 
RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 
521 Ha 508 Ha 
14. Perda No. 1 Thn 2021 tentang Perubahan atas Perda 
RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031 
382 Ha 372 Ha 
15. Perda No. 1 Thn 2018 tentang RTRW Kab. 
Pemalang Tahun 2018-2038 
34.299 Ha 34.299 Ha 
16. Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas 
Perda Kab. Pati Tahun 2010-2030 
54.216 Ha 53.680 Ha 
(Sumber: analisis data sekunder, 2021) 
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Berdasarkan data pada tabel 2, dapat digambarkan bahwa luasan KP2B yang tertuang di 
dalam Perda RTRW kabupaten/kota luasnya relatif sama dengan luas KP2B yang tertuang di 
dalam RTRWP. Bahkan ada 7 kabupaten/kota yang menetapkan luasan KP2B lebih luas 
dibandingkan dengan yang ada di dalam perda RTRWP, antara lain Kabupaten Brebes, Batang, 
Demak, Purbalingga, Wonogiri, Pati, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.  Namun ada satu (1) 
kota yang luasannya lebih rendah dibandingkan luasan KP2B di RTRWP yaitu Kota Magelang. 
Hal ini terjadi karena Kota Magelang luas wilayah administratifnya relatif kecil dan merupakan 
kawasan perkotaan sehingga penggunaan lahan non pertanian lebih dominan. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Luasan KP2B di Jawa Tengah sebesar 1.025.255 Hektar yang termuat dalam Perda No 
16 Tahun 2019 Tentang RTRWP Jawa Tengah dengan luasan yang tersebar di masing-masing 
kabupaten/kota. Dalam rangka menjaga luasan minimum KP2B, 16 Pemerintah 
Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang RTRW Kabupaten/kota yang 
mengamanatkan luasan KP2B di masing-masing kabupaten/kota yang berpedoman dengan 
luasan yang terdapat di RTRWP. Sedangkan 19 Kabupaten/Kota lainnya masih dalam tahap 
revisi RTRW. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah dalam menjaga luasan minimum KP2B untuk menekan laju konversi lahan pertanian 
menjadi non pertanian sangat diperlukan. Oleh karena itu untuk mendukung kebijakan KP2B 
diperlukan juga penetapan Perda LP2B atau rencana rinci tata ruang oleh kabupaten/kota 
sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan. 
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